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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 

huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulisan buku ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman mendalam mengenai reformasi hukum 

acara pidana di Indonesia, sebuah topik yang sangat penting bagi 

kemajuan sistem peradilan kita. Sistem peradilan pidana yang adil 

dan efisien adalah salah satu pilar utama dalam penegakan 

hukum, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya 

keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 

Reformasi dalam hukum acara pidana merupakan kebutuhan 

yang mendesak, mengingat dinamika sosial dan perkembangan 

hukum yang terus bergerak cepat. Dalam menghadapi berbagai 

tantangan baru, seperti kejahatan siber, terorisme, dan 

permasalahan hak asasi manusia, sistem peradilan pidana harus 

beradaptasi untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan 

secara lebih cepat, tepat, dan adil. Buku ini berusaha untuk 

mengkaji kebutuhan reformasi, memberikan rekomendasi 

perubahan, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat 

memperkuat sistem hukum acara pidana di Indonesia. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif 

bagi pengembangan hukum di Indonesia, baik untuk para praktisi 

hukum, akademisi, maupun masyarakat umum yang ingin 

memahami lebih dalam mengenai proses peradilan pidana. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dalam menciptakan 

sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. 
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Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bahan 

refleksi dan pembelajaran yang bermanfaat untuk kemajuan 

hukum di tanah air. 

 

Februari, 2026 

Tumian, dkk 
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